BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 25TAHUN 2012

TENTANG

TATA ChRA PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA
pADAN LEYANAR UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAEMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

bahwa dalam rangka tertib administrasi, pertanggungjawaban,
dzn pelzporan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah
yang digunakan secara langsung untuk belanja, perlu diatur
tz1z cara pengesshan pembukuan atas pendapatan dan belanja
Padzn Lzyanzn Umum Daerah;

b. hzhwa berdasarkan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolzan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, rencana

kerjz dzn znggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan

Layznan Umum Daerah disusun dan disajikan sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta

1zporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah;

bshwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupzti tentang Tata Cara Pengesahan Pendapatan dan Belanja
Bazdan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas;

Pzszl 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undazng-Undeng Nomor 1 .
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provins

Tengah,
3. Undzng-Undeng Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
lik Indonesia Tahun 2003

Negzra (Lembaran Negara Repub . ’
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomaor 4286);

Menimbang

Mengingst @ L.

3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
i Jawa




galdo kas tunai Bendahara Pen
( di brankas penyimpanan uan gch’“r&{l
g h . g dcngan j
(tiga puluh juta rupiah),

9) Dalam hal saldo kas tunai yang djs;
mclcl)ihi ketentuan Scbagﬂimanga dl:l;:::ak
su

pengeluaran wajib memberitahukan secara terd pada ayat (1),

tulis kepada Pengguna Anggaran

BAB X
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 77

Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi _
puti se )

proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtis a;:Ir:gksa:in:) a};rt:isedur mulai dari

keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaks snsan ADED engan pelaporan

Pasal 78
(1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD
(2) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 79

(1) Sisterp akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tercantum dalam
lLa.mplran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(2) Format dokumen sumber dan dokumen pendukung sistem akuntansi
tercantum pada Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 80

(1) Sistem akuntansi diselenggarakan secara terintegrasi dengan prosedur
penyusunan dan penatausahaan anggaran dengan menggunakan Sistem
Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).

akan SIMDA sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat

(2) Untuk menyelenggar
tapkan dengan

dibentuk Tim Pengelola SIMDA pada SKPKD yang dite
Keputusan Bupati.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
kewenangan administrator, Supervisor,

(2) memuat penunjukan dan pemberian
dan operator SIMDA.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 81

(1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi
pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pe€

semester pertama anggaran
laksanaan anggaran yang



~

' tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasar

menjadi tanggung jawabnya disertgj de

. n i
berikutnya. gan prognosig untuk 6 (enam) bulan

pengguna Anggaran menyampaikan la

: poran realisasi
‘mg.gfu;an Pil;ggpa.mn dan 'bclnnjn SKPD serta prognol:i:ﬂ:mt ]
perikutnya _ g.m.t'nnnn dimaksud pada ayat (1) kepada ppu k 6 (C_num) bulan
(scpulu'h) hari kerja setelah semester pertama tahy KD paling lama 10
berakhir. N anggaran berkenaan

pPKD menyusun laporan realisasi se
minggu kedua bulan Juli tahun anggar
sekretaris daerah selaku koordinator pe

Scmester pertama

mester pertama APBD paling lambat

an berkenaan dan disampaj
aik
ngelolaan keuangan dacr:h. RS

Laporan realisasi s_emester pertama APBD dan propnosi
bcr_ikutnya sebagguma.na dimaksud pada ayat I()3) gdis:;rsxpua?ltchlu{ ?{éex;gm)Bbulaq
paling lambat minggu ketiga bulan Julj tahun anggaran berkeﬁaafl ulxlart)ig

ditetapkan sebagai laporan realisasi semester ,
untuk 6 (enam) bulan berikutnya. pertama APBD dan prognosis

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6

i i ' en b
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan k(ep:ég) Dgglg
dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran
berkenaan.

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 82
Pengguna anggaran menyusun laporan keuangan SKPD dan disampaikan
kepada Bupati melalui PPKD paling lambat akhir bulan Januari setelah tahun
anggaran berakhir.
Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi anggaran,
b. neraca; dan

c. catatan atas laporan keuangan

aimana dimaksud pada ayat (1) dilam'piri
engelolaan APBD yang menjadi
kan sistem pengendalian
erintahan sesuai dengan

Laporan keuangan SKPD sebag
dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa p

intern yang memadai dan standar akuntansi pem
peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

PPKD menyusun laporan keuangan
menggabungkan laporan-laporan keuange
dalam Pasal 82 ayat (2) paling lambat minggu
setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. ¢ 1)
aimana dimaksud pada ay& :
ebag rah selaku koordinator. .

hi pertanggungjawaban

pemerintah daerah dengan cara
gan SKPD sebagaimana dupaksud
kedua bulan Februari bulan

Laporan keuangan pemerintah daerah s :
disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris dae
pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenu
pelaksanaan APBD.



) Laporan keuangan sebagaimang dimaksu(

N pada a -
a. laporan realisasi anggaran: yat (1) terdiri atag:
’

h. neraca;

¢. laporan arus kas; dan
d. catatan atas laporan keuangan

) Laporan keuangan pemerintahan daerah scbhagai

dilampiri dengan laporan ikhtisar femal Lrde ot
BUMD/perusahaan daerah. realisasi kinerja dan laporan  keuangan

) L{xpom'n.keuangan pemerintah daerah sebagaim '
dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yaﬁg miﬁ;a?;?:nksud pada ayat (1)
yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan bepgngﬂo]aan AFBD
pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan per tf asarkan sistem
undangan. peraturan perundang-

Pasal 84

nvusunan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam P

Wil . asal 82 dan Pasal 83
suai format Lampiran X.2 yang merupakan bagian tidak _ _
raturan Bupati ini. &l terpisahkan dari

Bagian Ketiga
Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 85

) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi

laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan
keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

) Rancangan peraturan

Pasal 86

) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dirinci dalam Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan lampiran yang terdiri atas:
a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan

b. penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 87
turan Daerah ten.tan
an Bupati

Bupati dapa

g Pertanggungjawaban
tentang Penjabaran

) Dalam menyusun rancangan Pera
t membentuk tim yang

Pelaksanaan APBD dan Rancang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.




penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentan .

pelaksanaan ‘:)PBD dan  Peraturan Bupati gtci:;;angg“"glfl\mban
pertanggungawanat Pelaksa.maan APBD sesuai format Lamgira Pc;gjabaran
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inj piran X.3 yang

(2)

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Klasifikasi dan kode rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang telah
digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 tetap dapat digunakan
sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2012.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

i mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banyumas
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
aerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 20)

Pada saat Peraturan Bupati in
Nomor 20 Tahun 2009 tentang

Kabupaten Banyumas (Berita D
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

Agar setiap orang mengetahuinya,
; 1 ; ; Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

ini dengan penempatannya dalam

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 SEP 2012

iundangkan di Purwokerto h

Pada Tanggal 1 .S.EPZ[U.Z.

_ SEKRETARIS KABUPATEN BANYUMAS
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